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ABSTRAKK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Strategi Penyusunan Prioritas Anggaran Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.. Alat pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini. Analisis data adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Berdasakan hasil kajian diketahui  Penyusunan Prioritas Anggaran Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sudah dilakukan sesuai dengan prosedur serta ketentuan berlaku, meskipun belum optimal. Penyusunan Prioritas Anggaran Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, yaitu masalah waktu, sumber daya manusia, serta koordinasi antar pihak terkait.
Kata Kunci : Strategi, anggaran, penyusunan prioritas anggaran, kegiatan
ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the Strategy for Prioritizing Activity Budgets at the Office of Public Works and Spatial Planning in Ogan Komering Ilir Regency. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Data collection tools are observation, interviews and documentation. Informants in this study. Data analysis is a qualitative analysis with an interactive model. Based on the results of the study, it is known that the Prioritization of Activity Budgets at the Office of Public Works and Spatial Planning (PUPR) of Ogan Komering Ilir (OKI) Regency has been carried out in accordance with applicable procedures and regulations, although not yet optimal. Arrangement of Activity Budget Priorities at the Office of Public Works and Spatial Planning (PUPR) of Ogan Komering Ilir (OKI) Regency, including planning, implementation, financial administration, reporting, accountability and supervision activities. In this regard, there are several obstacles encountered in implementing the budget, namely the problem of time, human resources, and coordination between related parties.
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PENDAHULUAN

Organisasi publik biasanya dibentuk untuk melayani masyarakat luas dan merupakan organisasi publik yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk memberikan layanan tersebut di masa depan. Pada umumnya setiap organisasi pemerintah berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam penyelenggaraan organisasi negara, semua bagian seperti operasional, kepegawaian dan keuangan merupakan satu kesatuan kerja yang harus saling mendukung untuk mencapai tujuan. 
Pada Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Instansi yang berwenang dalam hal perencanaan anggaran adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dengan memberikan kesempatan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyampaikan usulan Kebijakan Umum Anggaran Pagu Plapon Anggaran Sementara (KUAPPAS) dan dibahas bersama Perangkat Daerah serta membuat pagu indikatif dan dituangkan dalam Berita Acara. Pagu belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, untuk biaya tidak langsung, besarannya ditentukan oleh Bappeda dan pemerintah daerah menjabarkan kegiatan hanya sesuai besaran  maksimum yang ditentukan oleh Bappeda. Anggaran belanja langsung pagu indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dibuat berdasarkan program sesuai dengan tupoksi dan dibuat bentuk  Pra Rencana Kerja Anggran (Pra RKA). Kemudian Pra RKA dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan menghasilkan Rencana Kerja Anggaran dan dituangkan dalam Bentuk Berita Acara. Setelah terbentuk Rencana Kerja Anggaran kemudian dibahas bersama dengan DPRD dan menghasilkan Nota Kesepahaman  yang dituangkan dalam bentuk MoU DPRD dan Pemerintah Daerah. Setelah disetujui Rencana Kerja Anggaran hasil Raperda diusulkan ke provinsi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) untuk dilakukan Verifikasi. Dari hasil verifikasi ini sering terjadi perpindahan Nomor rekening belanja dan Pindah Kegiatan dan dibatasi waktu yang sangat singkat, seiring perjalanan tahapan-tahapan tersebut.

Dinas PUPR Kabupaten OKI merupakan Unsur  Pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang PUPR. Peran Dinas PUPR adalah membantu Bupati dalam Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Guna melaksanakan semua kegiatan organisasi nasional ini, diperlukan dana untuk membiayainya. Dalam hal ini kebutuhan dana dituangkan dalam anggaran. 

Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran (PA) menjadi Pengawas internal dalam pelaksanaan perencanaan dan penggunaan Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam satu tahun anggaran. Akan tetapi apabila terjadi perubahan kepala SKPD pada masa belum berakhirnya Tahun anggaran, Pengguna Anggaran yang baru acap kali kurang memperhatikan pelaksanaan anggaran yang sedang berjalan sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal dan berpotensi mengakibatkan pelaksanaan perencanaan anggaran tidak terserap sesuai dengan rencana yang diinginkan. 

Terkait dengan itu, Dinas PUPR Kabupaten OKII mengalami kesulitan dalam memenuhi tanggung jawab perencanaan dan penganggaran yang baik dan benarm serta perencanaan biaya tidak langsung tidak disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan sering tertunda karena  masing-masing Bidang/Bagian yang ada di Dinas PUPR Kabupaten OKI. Selain itu, SDM yang ada di Dinas PUPR Kabupaten OKI kurang mendukung karena tidak semua pegawai memiliki kompetensi di bidang anggaran / akuntansi serta terbatasnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pranata keuangan. Kurangnya pemahaman pegawai terkait peraturan yang berlaku dalam proses penyusunan perencanaan keuangan, misalnya : masih ada pegawai yang salah memasukkan kode anggaran.
Identifikasi masalah dalam penelitian, yaitu :
a. Penyusunan perencanaan belanja tidak langsung belum disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku dan sering mengalami keterlambatan;
b. Tidak semua pegawai memiliki kompetensi di bidang anggaran / akuntansi serta terbatasnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat / pranata keuangan;
c. Kurangnya pemahaman pegawai terkait peraturan-peraturan yang berlaku dalam proses penyusunan perencanaan keuangan.
TINJAUAN PUSTAKA

Analisis

Menurut Tarigan (2008:77), analisis adalah suatu proses membagi bahan untuk diungkapkan, artinya suatu objek atau materi diuraikan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar setiap komponen dapat ditelaah secara mendalam dan makna yang terkandung di dalamnya dapat terungkap dengan jelas.

Pengaturan pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang juga didukung oleh Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan aturan yang menekankan hal-hal umum, standar, asas dan landasan pengelolaan keuangan daerah.
Definisi operasional adalah panduan aplikasi guna mengukur variabel atau informasi ilmiah yang ingin membantu penelitian yang lain menggunakan variabel yang sama (Singarimbun dan Effendi, 2011: 46). Memiliki definisi operasional ini berarti bahwa penelitian tersebut memiliki hasil yang terukur. Dimensi dan indikator definisi operasional kajian ini yang bersumber dari Permendagri No..21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : 
1. Perencanaan

Pembuatan rencana jangka menengah Dinas PUPR Kabupaten OKI

2. Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan Dinas PUPR Kabupaten OKI sesuai rencana

3. Penatausahaan

Penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan

4. Pelaporan

Proses pelaporan

5. Pertanggungjawaban

Proses pertanggungjawaban

6. Pengawasan

Pengawasan proses pengelolaan keuangan daerah 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi Observasi , Wawancara,  dan Dokumentasi. Secara khusus, tahapan  yang mengikuti teori Miles, Huberman dan Salda (2014) diterapkan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan bahan wawancara merupakan tahap awal penelitian kualitatif.

2. Kondensasi data, yaitu proses memutuskan focus pada penyederhanaan abstraksi hasil penelitian lapangan dan transformasi data mentah. 

3. Penyajian informasi dalam bentuk tertulis datavkumpulan informasi terstruktur s berdasarkan peristiwa faktual yang relevan.

4. Menarik atau memverifikasi kesimpulan, yang merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis kualitatif. Membuat kesimpulan hanyalah bagian dari aktivitas seluruh konfigurasi. Kesimpulan juga diverifikasi selama inviestigasi. Verifikasi bisa sesingkat retrospektif, tinjauan catatan lapangan, atau bahkan upaya ekstensif untuk menempatkan salinan suatu penemuan dalam seperangkat informasi lain.

HASILL PENELITIAN DAN PEMBAHASANN
1. Perencanaan

Pembuatan Rencana Jangka Menengah Dinas PUPR Kabupaten OKI

Proses perencanaan anggaran kegiatan  di Kabupaten OKI dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006,
2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Dinas PUPR Kabupaten OKI Sesuai Rencana

Diketahui bahwa pelaksanaan administrasi keuangan proyek yang berlaku di Dinas PUPR Kabupaten OKI pada umumnya dilakukan dengan cara yang sama seperti pada instansi lain, dilaksanakan sesuai peraturan berlaku.
3. Penatausahaan

Penatausahaan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan

Penatausahaan anggaran pada Sub Bagian Keuangan Dinas PUPR Kabupaten OKI adalah rangkaian kegiatan pengelolaan anggaran kegiatan / proyek SKPD pada Bagian Keuangan SKPD. Selain itu juga diketahui bahwa penatausahaan dilaksanakan mulai dari perencanaan anggaran sampai pada pertanggungjawaban anggaran. pihak yang terlibat dalam proses penatausahaan yaitu semua staf atau pegawai yang ada di tiap-tiap bidang / bagian dinas dan berkoordinasi dengan Sub Bagian Keuangan Dinas yang telah dibentuk melalui surat tugas Kepala Dinas. Berkaitan dengan penataausahaan pelaksanaan anggaran SKPD, selain berkas yang di kirim ke BPKAD Kabupaten OKI, SKPD Dinas PUPR Kabupaten OKI juga melaksanakan penatausahaan terkait arsip pelaksanaan anggaran SKPD
4. Pelaporan

Proses Pelaporan

Kendala yang dihadapi dalam pelaporan pengelolaan keuangan di Sub Bagian Keuangan Dinas PUPR Kabupaten OKI yaitu kurangnya koordinasi antara Bendahara Pengeluaran dengan Staf Pengelola Pelaporan dalam mengkompilasi laporan keuangan dinas secara menyeluruh.

5. Pertanggungjawaban

Prosoes Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan hal yang penting dalam proses pengelolaan keuangan, sebagaimana dijelaskan oleh Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat bertanggung jawab  untuk melaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran dalam proses pengelolaan keuangan. diketahui bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dilakukan Pembantu Bendahara Pengeluaran dan diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran kemudian diteruskan kepada PPK-SKPD sebagai verifikator SPJ.

6. Pengawasan

Pengawasan Proses Pengelolaan Keuangan Daerah

Kendala yang ada pada saat pengawasan adalah kurangnya data yang disediakan oleh Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran atau adanya temuan pengelolaan keuangan yang terindikasi menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain kurang lengkapnya data, kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan adalah adanya pegawai yang terlambat menyerahkan laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang seharusnya paling lambat tanggal 10 tiap bulannya tetapi pegawai menyampaikan SPJ tersebut diatas tanggal 10 tiap bulannya.

KESIMPULAN 

Disimpulan berdasarkan hasil penelitian terkait Strategi Penyusunan Prioritas Anggaran Kegiatan di Dinas PUPR Kabupaten OKI :

1.
Perencanaan anggaran berpedoman ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMDD) 5 tahun oleh Bupati terpilih untuk Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berdasarkan RPJMD tersebut, kemudian disusun Renstra (rencana strategis) lima tahunan. Dalam renstra tersebut direncanakan tiap tahunnya berapa volume panjang dan atau unit kegiatan pembangunan/peningkatan jalan maupun jembatan dan berapa anggaran yang diperlukan. Renstra ini juga berdasarkan usulan hasil rapat teknis Bappeda dengan Dinas PUPR. Selanjutnya disusun rencana kerja (Renja) SKPD dalam satu tahun anggaran berjalan. Menyusun Kebijakan Umum dan Anggaran / Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA / PPAS) yang ditetapkan sesuai dengan renstra (terkadang tidak sama atau lebih kecil dari anggaran), kemudian diadakan rapat dengan DPRD. Setelah disetujui oleh DPRD, dievaluasi oleh Bappeda Provinsi Sumsel. Setelah proses evaluasi Provinsi, kemudian rencana pelaksanaan anggaran akan dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen yang  memuat  penerimaan dan pengeluaran SKPD, dijadikan dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

2.
Pelaksanaan anggaran kegiatan jalan dan jembatan di Kabupaten OKI dilaksanakan dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, meskipun masih belum optimal karena terbentur masalah koordinasi waktu, tenaga dan anggaran.

3.
Penatausahaan dilakukan mulai dari kegiatan perencanaan anggaran, pihak yang terlibat dalam proses penatausahaan yaitu semua staf atau pegawai yang ada di tiap-tiap bidang / bagian dinas dan berkoordinasi dengan Sekretariat Dinas.

4.
Pelaporan dilakukan setiap bulan secara fungsional. Adapun bentuk pelaporan tersebut yaitu laporan bulanan, triwulan, prognosis, dan tahunan. Semuanya di input dalam SIMDA.

5.
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dilakukan Pembantu Bendahara Pengeluaran dan diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran kemudian diteruskan kepada PPK-SKPD sebagai verifikator SPJ.

6.
Pengawasan dilakukan bilamana diperlukan, yaitu dalam melakukan transaksi akuntansi. Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD ikut serta dalam pengawasan pengelolaan keuangan.
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